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BUPATILEBONG 

PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 

NOMOR 13 TAHUN 2015 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA 

TERHADAP SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

KABUPATEN LEBONG TAHON ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT T'UHAN YANG MAHA ESA 

BUPATILEBONG 

Men.imbang a . bahwa berdasarkan pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Talu1n 2006 centang Pcdoman Pengelolann 

Keuangan Daerah sebagaimnna tclah di ubah dengan 

Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 59 'l'ahun 2007, 

Pegawai Ncgeri S,pil dapat d iberikan tambahan penghasilan 

berdasarkan Beban Kerja ; 

I 

Mengingat 

b . bahwa memperhatika n Pcngclola Keuangan Daerah 

Kabupaten Lebong dalam melaksanakan tugas dituntut teliti, 

cermat dan bertanggung jawab, bersifat spesilik serta 

melampaui beban kerja normal maka perlu diberikan 

tambahan penghasilan ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b diatas, perlu clitetapkan dcngan 

Keputusan Bupati. 

I. Undang-Undang Nomor 09 Tahu n 1967 tentang 

Pembentuknn !Topinsi Bengkulu (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahon Lcmbarnn 

Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2 . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tencang Keuangan 

Negara (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia 

Nomor 4 286); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukru, 

Kabupaten Lebong dan Kabupacen Kcpahiang di Provinsi 

Bcngkulu (Lembaran Negara Republik I ndoncsia Tahun 2003 

Nomor 154, Tombahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4389); 

4. Undong•Un(ian g Nomor 01 Tahun 2004 tentang 

Pcrbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 
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Peogelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Re !)-ublik Indonesia Tabun 2004 Nomor 66, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 
4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerinlah Pu sat dan Pemerintah Daera h 
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
l 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah (Lemba.tan Negara Republik lndonesia TahUJl 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik ln donesia 
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan 
Pemcrirttah Pengganti Undnng-Undang Nomor 2 Tahum 2014 
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 014 Nomo,· 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 5589); 

9. Peraturan Pemerin.tah Nomor 105 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 'fahun 2000 Nomor 
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4022); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 'fahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Ltmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 l 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4090); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Ta mbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Klnerja lnstansi Pomerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 7": 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Perne.rintahan antara Pemcrintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 82 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 



Menetapkan 

14. Peraturan Menten Dalam J\egen Nomor 59 fahun .lOOI 

tentang Perubahan atas- Peraruran Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahuin 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keua.ngan Daerab; 

15. Peraturan Memeri Dalam Negeri Nomor OJ Ta.hun 2014 
tcntang Pcmbentukan Produk Hukum Daerah; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor O 1 Tahun 2008 
tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2012 
temang Perubahao Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong 
Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Lebong 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 08 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Kabupaten 
LebongTahun Anggaran 2015; 

18. Peraturan Bupati Lebong Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Standar Bia.ya Um um Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 
2015; 

19. Peraturan Bupati Lebong Nomor 53 Tahun 2014 tentang 
Penjabaran APBD Ka bu paten Lebong Tahun Anggaran 20 JS; 

20. Keputusan Bupati Lebong Nomor 50 t.ahun 2015 tanggal 2 7 
Januari 2015 ten.tang pengesahan DPA Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebong 
Tahun Anggaran 2015 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN 
BERDASARKAN BEBAN KERJA TERHADAP SATUAN KERJA 
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LEBONG 
TAHUN ANGGARAN :2015. 

BAB I 
KETE:NTUAN UMUM 

Pasal 1 

Oa lam Pe.raturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
I. Tambahan penghasilan adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil di luar gaji 

bulanan 
2. Beban kerja adalah beban tugas Pegawai Negeri Sipil yang melampaui beban 

kerja normal 
3. Kepala Dacrah adalah Bupati Lcbong. 
4. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan clan Aset Daerah adalah Kepala 

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Leebong 
selaku Bendabarawan Umum Daerah Kabupaten Lebong. 

5. Pegawai Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lebong. /. 
6. Keuangan Daerah adalab semua ha!< dan kewaj iban Daerah dalam rangka 

penyeleng,~araan pemerint.ahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang 
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan denga.n hak 



7. Pengelolaan Kcuangan Daerah adalah kescluruhan keg1atlUI yang mebputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban 

dan pengawasan keuangan Dacrah . 

8. Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBO 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daer-.th yang d ib ahas dan 

dlsetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapk.an dengan 

Peraturan Dacrah. 

9. Satuan Kerja Peogelola Keuangan Daer-ah yang selanjutnya discbut SKPKD 

adalah J>erangkat Daerah pada Pemcrintah Oa.erah selaku pengguna anggaran, 

pengguna barang, yang juga mclaksanakan pengelolaan Keuang,u, Daerah 

Kabupaten Lebong. 

I 0. Pemegang Kekuasaan Keuangan Dae rah adalah KepaJa Daerah yang karena 

jabatannya mempunyai Kewenangan dalam Menyelenggarakan Kcseluruhan 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

l I • Peja bat Pengelola Keua11gan Dacrah yang selanjumya disebut PPKD ada.lah 

Kcpala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Lebong scbagai Kepala Satuan Kerja Pengelola Kcuangan Duerah ya ng 

mempunyai tu gas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapa tan Belanja 

Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah. PPKD yang 

bertinda.k dalam kapasitas bendahara umum Daerah. 

13. Standar Biaya yang Bersifal Umum yang selanjutnya disebut Standar Biaya 

Umum a dalah saruan biaya berupa harga satuan , tarif dan indeks yang 

digunakan untuk mcnyusu n biaya komponen mnsuk.an kegiatan yang 

ditetapkan sebagai biaya masukan. 

BABil 

STANDAR BIAVA TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS BEBAN KERJA 

TERHADAP SATUAN KER.JA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2015 

Paaal 2 

Memberikan Tambaban Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Kepada Satuan Kerja 

Pengelola Kcuangan Daerah pada SKPKD Kabupaten Lebong di Dinas Peodapatan , 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebo1'\g, dengan 

p angkat/ GolonEan dan besaran seba11.ai berikut : 

No Eselon, Pangkat / Golongan 
J umlah yang Oiberikan 

I Per Bulan I 

I. Bunati 
Ro. 7.500.000 00 

2. \Vakil BunAti Ro. 6.000.000.00 

3. 8selon II.a Ro. 4.500.000.00 

4. Eselon U.b Ro. 4.000.000 00 

5. Eselon Ill.a Ro. 3.500.000.00 

6 . Eselon lll. b Ro. 3.000.000.00 

7. Eselon IV. Bcndahara Pengeluaran, Rp. 2.500.000,00 

Bcndahara Pencrlmuan dan Petugas 

Kas Daerah 
I 8. Golonaan IV Ro. 1.700.000.00 

I 9 . Goloni:mn Ill Ro. 1.500.000.00 

I 10. Golonann II Ro. 1.200.000,00 

I 11 Golonaan 1 
Rn. 900.000.00 
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Pasal 3 
(1 ) Bahwa Kepala Daerah sclaku kepala pemerintah daerah adalah p,,mega ng 

kekuasaan peogelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah 
dalam kepemilikan kekayaan dae,·ah yang dipisahkan. Pemegang kekuasaan 
pengclolaa n keuangan daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai 
berikut: 
a. Me nctapkan kebijakan tencang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

Belanja Daerah; 
b. Menetapkan kebijakan Pengelolaan Keuangan Barang Daerah.; 
c. Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang; 
d. Menetapkan Be ndahara Penerima atau Bendahara Pengeluaran; 
e. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan 

daerah; 
f. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaa n utang dan 

piutang daerah; 
g. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik 

daerah; 
h. Menetapkan Pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan 

dan memerintahkan pembayaran 

(2) koordinator pcngclolaan ke~1angan daerah mempunyai tugas: 
a . Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan A.nggaran Pendapatan 

Belanja Daerah; 
b. Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Barang Daera.h; 
c. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan I 

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah: 
d . Penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah , Perubahan 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerab dan Pcrtanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; 

e. Tugas-tugas Pejabat Perencanaan Daerah, PPK D dan Pejaba< Pengawas 
Ke uangan Daerah; 

f. Pcnyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggtmgjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapacan Bela nja Daerah. 

(3) Pejabal Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku peja bat pengelola 
Keuangan daerah mempunyai tugas : 
a. Menyusun da n melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Kcuangan Dacrah; 
b. Meoyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan 

Rancangan Perubahaan Anggaran Pe ndapatan Belanja Daerah: 
c. Melaksanakan Pemungutan Pe ndapatan Daerah yang telah ditetapkan 7"'. 

dengan Peraruran Daerah; 
d. Mclaksanakan f"ungsi Bcndabara Umum Daerah; 
e. Menyusun Laporan Keuangan Dacrah dalam rangka Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; 
f. Melaksanakan tugas Jainnya berdasarkan Kuasa yang clilimpahk an oleh 

Kepala Daerah . 



B'AB l1l 
PENUTUP 

P.asal 4 

(l l Segala biaya yang timbul akibal Keputusan ini dibebankan kepada Angga ran 
Pendapatan dan Belanja Dacrah Dinas Pendapat.an, Pengelolaan Keuaogan cla n 
Aset Daerah Kabupaten Lehong Tahu n Anggaran 2015; 

(2) Peraturan Bupati ini berlaku sejak bulan Januari 2015 sampai dengan 31 
Desember 20 15. 

Agar setiap orang dapat menget.ahuinya, memerintahkan pengunclangan 7"'. 
Pe raturan Bupati ini dengan penempatannya daJam Bcrita Daerah Kabupatcn 
Le bong; 

Diundangkan di Tubei 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal :J-3 /v'l e,~e 2015 

£ BUPATI LEBONo/' 
,,~ .... 

---7,___- I::> 

7': H . ROSJONSYAH 

pad a tanggal ;t3 M "lfl!t 20 I 5 

$ EKRE1'ARJS DAEREAH 
KABUPATEN BONG 

MIRWAN EFFENDI 

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR 

ITii:MtRiHTAH KASUPAEN LE90NG 
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PEN[LI./Ji P~OilUK rlU~~M 
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